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Abstrak 

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada  

yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada 

di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi 

sumber pelunasan utang-utangnya. menjadi agunan tersebut tidak hanya 

digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua 

kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain maupun kewajiban 

yang timbul karena undang-undang. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit 

adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak 

membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan 

pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun 

kepentingan para kreditornya. 

Kata Kunci : Pailit,debitur 



 

 

 

PENDAHULUAN  

Kepailitan saat ini menjadi upaya penyelesaian sengketa utang piutang 

yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditor 

lebih terjamin.1 Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). 

Undang-Undang tersebut perlu dikeluarkan karena perkembangan perekonomian 

yang semakin pesat sehingga semakin banyak permasalahan utang piutang yang 

timbul di masyarakat. Oleh karena itu, perlu diatur cara penyelesaian masalah 

utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dalam Pasal 1 Undang-

Undang Kepailitan dan PKPU, kepailitan diartikan sebagai : Sita umum atas 

semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini.  

Kepailitan berawal dari debitor yang ternyata tidak melunasi utang pada  

yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada 

di kemudian hari, yang menjadi agunan atas utangnya dapat dijual untuk menjadi 

sumber pelunasan utang-utangnya.2 Harta kekayaan debitor yang menjadi agunan 

tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar utangnya, tetapi juga menjadi 

agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain 

maupun kewajiban yang timbul karena undang-undang. Syarat utama untuk dapat 

dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) 

kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. 

Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, 

maupun kepentingan para kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit 

tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar 

kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang. Pernyataan 

                                                           
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

2  Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2013), hlm.2 



 

 

 

pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa 

penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang 

yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.  

Pada dasarnya, kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan 

mengenai harta perorangan debitur. Harta pailit adalah harta milik debitur yang 

dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan tentang kepailitan 

tersebut diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas 

menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat 

putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama 

kepailitan.  

METODE PENELITIAN  

 Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan 

pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus : 

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah semua undang 

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, 

untuk memecahkan isu yang dihadapi 3 

2. Pendekatan konseptual (conseptual approach), dengan merujuk pada prinsip-prinsip 

hukum, melalui pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.4 

3. Pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan kasus dengan meneliti alasan-

alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, 

dengan memperhatikan fakta materiil. 

 

 

 

 

                                                           
3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi : Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2016, hlm.93 
4  Ibid, hlm.138 



 

 

 

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN KEPAILITAN 

DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 

Penentuan jatuh temponya suatu utang berdasarkan kesepakatan para pihak dalam 

perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1138 KUH Perdata, kesepakatan tersebut 

mengikat para pihak yang membuatnya seperti undang-undang, sehingga yang menjadi 

pegangan dalam penentuan apakah utang tersebut sudah jatuh tempo atau belum adalah 

perjanjian yang mendasari hubungan perikatan itu sendiri.  Mengenai pihak-pihak yang 

dapat mengajukan permohonan  pernyataan kepailitan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

menyebutkan sebagai berikut :  

1) Debitor sendiri, dengan syarat bahwa debitor tersebut mempunyai  minimal 

2 kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu  utang yang telah 

jatuh tempo dan dapat ditagih;  

2) Kreditor yang mempunyai piutang kepada debitor yang sudah jatuh tempo 

dan dapat ditagih;  

3) Kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum;  

4) Bank Indonesia apabila menyangkut debitor yang merupakan bank;  

5) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut debitor yang  

merupakan perusahaan efek, yaitu pihak-pihak yang melakukan  kegiatan 

sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau 

manager Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1995 tentang Pasar Modal;  

6) Menteri Keuangan, apabila menyangkut debitor yang merupakan 

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pesiun, atau Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.  

 

Pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor, yaitu orang yang mempunyai 

utang karena perjanjian atau undang-undang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan. Debitor pada prinsipnya bisa merupakan orang perseorangan, badan hukum 

atau persekutuan-persekutuan yang bukan merupakan badan hukum. 

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dalam Putusan Nomor 12/ Pdt.Sus-

Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst bahwasanya Termohon telah berada 

dalam keadaan PKPUS pada tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana Putusan Pengadilan 

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN. 

Niaga.Jkt.Sel tanggal 24 Mei 2017 (yang mana selanjutnya disebut “PKPU PT. Multi 

Structure”). Bahwa sesuai dengan Pengumuman Putusan PKPU PT. Multi Structure dan 



 

 

 

Penetapan hakim Pengawas tersebut, PEMOHON telah mengajukan tagihan kepada 

pengurus PT. Multi Structure sebesar Rp.548.856.667,00 (Lima Ratus Empat delapan juta 

delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan PEMOHON 

mendapatkan Tanda terima yang diterbitkan oleh Pengurus PT. Multi Structure. 

Bahwa berdasarkan hasil rapat verifikasi/Pencocokan Piutang, jumlah utang 

PEMOHON pada TERMOHON yang diakui adalah Rp.548.856.667,00 (Lima Ratus 

Empat delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh 

rupiah). Bahwa berdasarkan isi Proposal Perdamaian telah diajukan kepada PEMOHON 

dan para Kreditor lainnya pada tanggal 5 Februari 2018, kemudian pada tanggal 12 

Februari 2018 Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 66/Pdt.Sus-

PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengesahkan Proposal perdamaian tanggal 5 Februari 

2018 tersebut, Oleh karenanya TERMOHON wajib tunduk dan mematuhi serta 

melaksanakan sesuai isi perjanjian Perdamaian 5 Februari 2018. 

Putusan pailit pada debitor, mempengaruhi kedudukan kreditor dalam proses 

memperoleh pelunasan piutangnya. Setiap kreditor yang mempunyai tagihan kepada 

debitor yang pailit akan bertanya apakah dan sampai jumlah berapa tagihannya akan 

dibayar. Biasanya hasil harta pailit tidak akan mencukupi untuk membayar lunas setiap 

kreditor. Hak kreditor untuk mendapatkan pelunasan hutang dari debitor dijamin oleh 

undang-undang yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, dimana semua harta maupun yang baru akan ada dikemudian 

hari menjadi jaminan untuk segala utang-utangnya bagi semua kreditor-kreditornya.  

Dapat dikemukakan bahwa suatu pernyataan pailit pada hakekatnya bertujuan 

untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan si debitor yaitu segala harta 

benda si debitor baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri untuk kepentingan 

semua kreditornya sehingga kreditor dapat memperoleh kembali haknya. Hak kreditur 

dikaitkan dengan kasus yang dikaji yaitu kewajiban dalam pembayaran  bunga terhadap 

ketiga nasabahnya yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagihkan sebesar 

Rp.37.726.027,35 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua puluh tujuh 

rupiah koma tiga puluh lima sen) biaya ini belum termasuk denda, dan biaya lainnya yang 

dikenakan terhadap debitor. Di dalam isi  rencana perdamaian pada point 3 (tiga) 

ditegaskan bahwa : “Bunga simpanan selama periode berjalan akan tetap diperhitungkan 

dan dibayarkan setiap bulannya.” 



 

 

 

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum yang dikenal dalam hukum perdata 

dimana lembaga hukum tersebut merupakan realisasi dari adanya dua asas pokok dalam 

hukum perdata sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, 

baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru 

akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Selanjutnya 

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan 

bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan 

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang mesing-

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan. berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut dapat dikemukakan,adanya asas 

yang terkandung didalamnya yaitu :  

1) Apabila si debitur tidak membayar hutangnya dengan sukarela walaupun telah 

ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya atau 

karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta 

bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan kepada semua 

krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-

alasan yang sah untuk didahulukan; 

2) Semua kreditur mempunyai hak yang sama;  

3) Tidak ada nomor urut dari para kreditur yang didasarkan atas timbulnya piutang 

mereka. 

Tujuan kepailitan sebenarnya adalah sebagai suatu usaha bersama baik oleh 

debitor maupun para kreditor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara 

adil dan proposional (concursus creditorum). Oleh karena itu, apabila sebelum ada 

putusan pailit kekayaan si berutang sudah disita oleh salah seorang yang berpiutang untuk 

mendapatkan pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang 

menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pailit.  Kepailitan selain mempunyai tujuan 

sebagaimana telah disebutkan di atas, juga bertujuan untuk menghindari agar debitur 

tidak  menyembunyikan harta kekayaannya sehingga merugikan kreditor.  

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi debitor dan 

harta kekayaannya. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa terhitung sejak 

ditetapkannya putusan pernyataan pailit, debitor demi Hukum kehilangan hak menguasai 



 

 

 

dan mengurus kekayaannya (persona standi in ludicio), artinya debitor pailit tidak 

mempuntai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta kekayaan yang 

dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan debitor dialihkan kepada kurator 

atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim 

Pengawas. 

Dalam hal ini pada dasarnya para kreditor berkedudukan sama (Paritas 

Creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta 

kepailitan, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (Paripassu Prorata Parte). Hal ini 

hanya berlaku bagi kreditor yang konkuren saja. Di dalam kitab Undang-undang Hukum 

Perdata dikenal ada dua macam kreditor, yaitu kreditor konkuren dan kreditor preferen. 

Kreditor konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului 

kreditor-kreditor lain. kreditor preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau 

mendahului kreditor-kreditor lain. Yang tergolong kreditur preferen yaitu pemegang 

piutang yang diistemewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak 

tanggungan, dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang diutamakan 

atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitor. 

Harta kekayaan milik debitor pailit yang telah digunakan pada hak kebendaan tertentu 

tidak termasuk sebagai harta kepailitan.  

Hasil penjualan jika tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, 

maka pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 

dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai 

kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan utang. Eksekusi kreditor 

pemegang hak agunan atas kebendaan dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut ketentuan 

tersebut hak eksekusi kreditor untuk mengeksekusi benda-benda agunan, maupun hak 

pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau 

kuratornya ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan 

pailit ditetapkan. Berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata, Kreditor dapat digolongkan 



 

 

 

menjadi 3 (tiga), iyaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren, yang 

dijabarkan sebagai berikutoyi: 5 

Pertama adalah kreditoroyiseparatis yaitu kreditor pemegang jaminan 

kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata yaitu gadai dan 

hipotik. Kedua adalah kreditoroyipreferen yaitu kreditor yang mempunyai 

hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi 

kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen 

khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan kreditor 

preferen umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata. 

Ketiga adalah kreditoroyikonkuren yaitu kreditor yang tidak termasuk 

dalam kreditor separatis dan kreditor preferen (Pasal 1131 jo. Pasal 1132 

KUH Perdata). 

 

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwasanya kreditur 

merupakan kreditur konkuren. Kreditor konkuren yaitu kreditor yang harus 

berbagi dengan para kreditor yang lain secara proporsional (secara pari passu), 

yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil 

penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan istilah 

hukum yang dipakai dalam bahasa Inggris untuk kreditor tersebut ialah unsecured 

creditor.6  Lahirnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya 

dalam rangka untuk lebih memberikan perlindungan hukum kepada kreditor-

kreditornya, dari perbuatan curang para debitor nakal yang hendak melepaskan 

diri dari kewajiban hutangnya agar dapat dinyatakan pailit.   

Seorang debitur tidak dapat dikatakan dalam keadaan insolvent atau tidak 

dapat dinyatakan pailit jika hanya kepada seorang kreditur saja debitor tersebut 

tidak membayar utangnya, sedangkan kepada kreditor-kreditor lainnya debitor 

tetap melaksanakan kewajiban pelunasan utangnya dengan baik, maka belum 

tentu debitor tersebut dapat dikatakan tidak mampu melunasi hutangnya. Pada 

                                                           
5Bisdan Sigalingging, Jenis-Jenis Kreditor dalam Kepailitan, (Jakarta, Persada 

Nuisantara Pressindo, 2016), hlm.27 

6 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan 

Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan, (Bandung : Alumni, 1999),  hlm.280 selanjutnya 

disebut Sutan Remy Sjahdeini II 



 

 

 

prinsipnya semua kreditor yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih 

berhak mengajukan permohonan pailit debitornya yang tidak mau membayar 

utang tersebut. 

Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa kreditor sebagaimana 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diartikan dalam bentuk luas, hal 

tersebut menjadikan setiap pihak yang memiliki piutang terhadap debitor dapat 

mengajukan permohonan pernyataan pailit Hukum kepailitan Indonesia selain 

menganut prinsip utang dalam arti luas tersebut, juga tidak menganut dan 

mengatur mengenai prinsip pembatasan jumlah nilai nominal uang. Ketiadaan 

pembatasan jumlah nilai nominal uang dalam piutang, dikarenakan tidak boleh 

ada diskriminasi antara kreditor besar dan kreditor kecil dalam mengajukan 

permohonan pailit. 

Ketentuan kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik 

debitor kepada para kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor 

dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku 

ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur dan memberikan 

kedudukan para kreditor sebagai kreditor konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan 

kepada para kreditor secara seimbang (ponds gewijs/paritas creditorium), kecuali apabila 

diberikan perkecualian oleh undang-undang, yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 

dan Pasal 1132 KUH Perdata.7 

Menurut Rudhi Prasetya, adanya lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah 

kesewenang-wenangan pihak kreditor yang memaksa dengan berbagai cara agar debitor 

membayar utangnya.8 Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono, kepailitan adalah suatu 

lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum 

perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 

KUH Perdata menentukan bahwa “Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun 

                                                           
7 Retnowulan Sutantio, Op.Cit, hlm. 85 

8 Rudhi Prasetya, Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Hukum 

Kebangkrutan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996), 

hlm. 1 



 

 

 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.9 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaran Utang memungkinkan diadakannya perdamaian untuk 

mengakhiri suatu kepailitan. Disahkannya perdamaian berarti berakhirnya demi hukum 

suatu kepailitan dan akan mengakibatkan gugurnya tuntutan-tuntutan hukum yang 

bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala kebendaan yang telah 

diberikan oleh debitor pailit sebelum pernyataan pailit diumumkan. Jika perdamaian itu 

berisi suatu pelepasan harta pailit, maka hak untuk melakukan tuntutan pembatalan dan 

pengembalian tersebut tetap ada, dalam hal ini tuntutan-tuntutan tersebut dapat 

dilanjutkan atau dimajukan oleh para pemberes harta pailit. 

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia yang 

terdiri dari kepentingan yang sama berbeda atau bertentangan yang kerap menimbulkan 

masalah ke permukaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan, 

dapat mengganggu stabilitas kehidupan atau stabilitas hubungan hukum yang 

bersangkutan, karena masing-masing pihak akan mempertahankan atau membela 

kepentingan masing-masing. Disinilah hukum akan berperan melindungi kepentingan 

para pihak sehingga tidak terjadi pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan.10 

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

menyatakan bahwa debitor pailit berhak menawarkan perdamaian, hak pengajuan 

perdamaian tersebut berada di tangan debitur. Hal tersebut dimuat di dalam Pasal 144, 

yang menyebutkan bahwa : Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian 

kepada semua Kreditor. Suatu persetujuan perdamaian yang paling penting adalah adanya 

kata sepakat tanpa intervensi dalam persetujuan tersebut. Kata sepakat di dalam 

perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak 

di dalam perjanjian. Akor atau Perjanjian Perdamaian yang sudah diterima dalam rapat 

verifikasi (baik berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar 

                                                           
9 Siti Soemarti Hartono. Op.Cit, hlm. 3 

10 Man S.Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

Alumni, Bandung, 2014, hlm.71   



 

 

 

mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari hakim pemutus 

kepailitan. Pengesahan inilah yang disebut dengan Homoglasi. 11 

Kedudukan putusan pengesahan perdamaian (Homoglasi) dalam mengakhiri 

Kepailitan dimuat pada Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :  

1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, 

kepailitan berakhir.  

2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar 

harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). 

Menurut pandangan Ricardo Simanjuntak, bahwa suatu kesepakatan mengikat 

karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu 

mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk 

mengikatkan diri. Sejalan dengan teori kehendak tersebut, Subekti mengungkapkan 

bahwa “..Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau 

dua pihak yang membuat suatu perjanjian...”. Suatu perjanjian pasti memiliki 

konsekuensi hukum atau akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak 

menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban).12  

Jika prestasi tersebut tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji 

(wanprestasi) dan bagi pihak yang melanggar memperoleh sanksi sebagai akibat 

pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan 

wanpretasi tersebut. Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam 

suatu aktivitas dagang atau bisnis. Oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber 

hukum yang penting dalam pembangunan hukum. Maka dalam hal perkara aquos 

emestinya keadilan yang ditegakkan hakim adalah di samping keadilan hukum (keadilan 

distributif) juga harus menegakkan keadilan komutatif. Penerapan keadilan komutatif ini 

dikarenakan bahwa hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah 

perkembangan masyarakat juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara 

sehingga yang demikian lebih bermanfaat jika semua kreditor (separatis, konkruen, dan 

preferen) dapat dihadirkan hakim dalam proses perdamaian perkara kepailitan.  

                                                           
11 R.M.Panggabean,”Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, Artikel Pada Jurnal 

Hukum, Fakultas Hukum Bhayangkara  Jakarta Raya,Vol.IV.No.17 Oktober 2010, hlm. 655   

12 Ricardo Simanjuntak, “Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang 

Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, 

hlm.43 



 

 

 

Menurut ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, rencana perdamaian 

diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah 

kreditor konkuren yang hadir dalam rapat. Haknya diakui atau sementara diakui yang 

mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah piutang konkuren yang diakui 

atau sementara diakui dari kreditor atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.  

Dalam penjelasan pasal di atas dijelaskan, yang dimaksud dengan disetujui adalah 

persetujuan kreditor yang hadir yang menyatakan secara tegas dalam rapat kreditor 

yang bersangkutan. Dalam hal kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak 

suaranya dihitung sebagai hak suara tidak setuju.  

Dikatakan tercapai perdamaian antara debitor pailit dengan para kreditor 

konkuren, jika rencana perdamaian yang ditawarkan debitor pailit disetujui para 

kreditor konkuren dan mewakili sejumlah piutang para kreditor konkuren yang hadir 

dalam rapat pengambilan keputusan. Kreditor yang tidak menyatakan menerima atau 

menolak rencana perdamaian maka dianggap tidak setuju terhadap rencana 

perdamaian yang diajukan debitor pailit.  Tidak ditentukan quorum kehadiran kreditor 

konkuren dalam rapat pengambilan keputusan terhadap rencana perdamaian yang 

diajukan debitor pailit, hanya ditentukan jumlah kreditor konkuren yang harus setuju 

rencana perdamaian tersebut dan harus mewakili sejumlah piutang kreditor konkuren 

yang hadir dalam rapat pengambilan keputusan.  Kreditor-kreditor konkuren yang 

tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan terhadap rencana perdamaian yang 

ditawarkan debitor pailit, seberapapun jumlahnya atau sebesar apapun piutang mereka, 

hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi sahnya pengambilan keputusan. 

Keputusannya dapat diambil asalkan di hadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor 

konkuren atau kuasanya dan piutang kedua-duanya diakui atau untuk sementara 

diakui.  

Dapat dikemukakan bahwa perdamaian kepailitan yang telah tercapai antara 

debitor pailit dan para kreditor konkuren, maka masih memerlukan pengesahan 

pengadilan niaga (verifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah 

homologasi dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian kepailitan 

tersebut sesuai dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Undang Undang 

Kepailitan.  Dalam ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di sebutkan, 



 

 

 

pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila, harta debitor termasuk hak 

untuk menahan suatu benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam 

perdamaian, pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin, dan/atau perdamaian 

dicapai karena penipuan, persengkokolan atau penggunaan cara lain yang tidak jujur. 

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt. Sus-

Pembatalan-Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst walaupun Termohon telah diberikan 

kesempatan untuk melunasi hutang-hutang kepada Pemohon dan para kreditur lainnya, 

namun Termohon tidak dapat melunasinya dan selama dalam persidangan terungkap 

fakta bahwa masih ada juga kreditur lainnya yang juga belum dibayar oleh Termohon 

sebagaimana bukti dan keterangan saksi dari Termohon. Dari bahwa bukti-bukti 

tersebut dapat diketahui bahwa Termohon mempunyai hutang juga kepada kreditur 

lainnya dan ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang masih belum terbayar 

seluruhnya. Namun demikian oleh karena dalam perkara permohonan ini yang 

dipersoalkan adalah hutang kepada Pemohon, maka Majelis tidak akan 

mempertimbangkannya lebih lanjut tentang hutang kepada kreditur yang lainnya. Dari 

fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Termohon baru sebagian 

memenuhi kewajibannya dari kesepakatan yang dibuat bersama sesuai dengan isi 

Perjanjian perdamaian dan pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal dan jumlah 

yang telah disepakati, tepat waktu sesuai dengan jumlah tagihan yang telah disepakati. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN  

Kesimpulan : Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Nomor 12/Pdt. Sus-Pembatalan-Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst walaupun 

Termohon telah diberikan kesempatan untuk melunasi hutang-hutang kepada Pemohon 

dan para kreditur lainnya, namun Termohon tidak dapat melunasinya dan selama dalam 

persidangan terungkap fakta bahwa masih ada juga kreditur lainnya yang juga belum 

dibayar oleh Termohon sebagaimana bukti dan keterangan saksi dari Termohon. Dari 

bahwa bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Termohon mempunyai hutang juga 

kepada kreditur lainnya dan ada yang sudah dibayar lunas dan ada yang masih belum 

terbayar seluruhnya. Namun demikian oleh karena dalam perkara permohonan ini yang 

dipersoalkan adalah hutang kepada Pemohon, maka Majelis tidak akan 

mempertimbangkannya lebih lanjut tentang hutang kepada kreditur yang lainnya. Dari 

 



 

 

 

fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Termohon baru sebagian 

memenuhi kewajibannya dari kesepakatan yang dibuat bersama sesuai dengan isi 

Perjanjian perdamaian dan pembayarannya tidak sesuai dengan jadwal dan jumlah yang 

telah disepakati, tepat waktu sesuai dengan jumlah tagihan yang telah disepakati.   

1. Pada saat debitur dinyatakan pailit tentunya hakim yang memutus perkara kepailitan 

tersebut telah mengkonfirmasi keberadaan (keadaan) debitur tersebut kepada 

kreditur-kreditur lainnya. Artinya semua kreditur si pailit (kecuali kreditur separatis) 

sudah mengetahui keadaan debitur tersebut. Apabila kemudian debitur mengajukan 

perdamaian pada perkara kepailitan tersebut seharusnya semua kreditur telah 

menyetujuinya, setelah itu barulah akta perdamaian diputuskan oleh hakim yang 

memutus perkara kepailitan tersebut. Selanjutnya terhadap debitur diberi kesempatan 

untuk melunasi utang-utangnya secara normal dengan catatan debitur tidak boleh 

melakukan tindakan-tindakan yang justru berakibat mengurangi harta kekayaannya. 

4.2 Saran-Saran 

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, 

dapat diberikan saran sebagai berikut :  

1. Hendaknya pembarayan utang kepada kreditor wajib memperhatikan golongan 

kreditor. Kreditor yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya 

yang hak istimewanya dibantah harus diutamakan. Kreditor pemegang gadai, jaminan 

fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, 

pembayarannya dapat diambilkan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka 

mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Bila ternyata hasil 

penjualan harta pailit debitor tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang 

Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai 

kreditor konkuren. 

Hendaknya ada revisi menyangkut ketentuan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 

2004, karena tidak ditentukan perlu atau tidak perlu diumukan dalam Berita Negara dan 

dalam surat kabar harian putusan pembatalan perdamaian kepailitan. Menurut penulis hal 

tersebut perlu diumumkan dalam kedua media di atas, agar semua pihak dapat 

mengetahui bahwa perdamaian kepailitan telah dibatalkan dan debitor kembali  
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